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K A T A   P E N G A N T A R 

 

Puji syukur kita panjatkan 

kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala 

atas rahmat dan karunia-Nya Laporan 

Kinerja Biro Organisasi dan 

Perencanaan dapat diselesaikan 

dengan baik. Penyusunan Laporan 

Kinerja Biro Organisasi dan 

Perencanaan merupakan amanat dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 ini 

merupakan perwujudan atas pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas 

kinerja dalam kerangka good governance dan bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis serta 

penggunaan sumber daya yang ada dan pelaksanaan kebijakan yang 

diamanatkan kepada Biro Organisasi dan Perencanaan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 

bertujuan untuk menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran maupun 

tujuan Biro Organisasi dan Perencanaan sebagai jabaran dari visi, misi, 

dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang telah ditetapkan. Semoga penyajian laporan kinerja ini dapat 

menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang 

berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa 

mendatang, dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro 
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Organisasi dan Perencanaan dan Sekretariat Jenderal DPR RI di masa 

mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih 

optimal. 

Kepada seluruh jajaran  Biro Organisasi dan Perencanaan yang 

telah membantu dalam penyusunan laporan kinerja ini, baik tenaga 

maupun  pikirannya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

tulus. Semoga Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 

2022 ini dapat memberikan manfaat secara optimal. 

 

Jakarta, 10 Januari 2023 

Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan  

Sekretariat Jenderal  DPR RI 

 

 

 

 

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si. 
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E X E C U T I V E   S U M M A R Y 
 

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 

merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Biro 

Organisasi dan Perencanaan termasuk evaluasi dan analisis terhadap 

kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan selama tahun 2022. Dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi 

dan Perencanaan 2022 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran kegiatan dan 

6 (enam) indikator kinerja.  

Selama tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan telah berhasil 

melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan 

reformasi birokrasi, menyiapkan rencana strategis dan rencana program 

kerja tahunan Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI), melaksanakan 

tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik dan bersih di 

lingkungan Setjen DPR RI, serta meningkatkan realisasi anggaran tahun 

2022. Secara umum capaian sasaran kegiatan tersebut telah menunjukkan 

tingkat keberhasilan yang sangat baik dengan capaian setiap indikator 

kinerja mencapai 100% sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.   

Capaian Target Kinerja Tahun 2022 

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
kualitas peran Biro 
Organisasi dan 
Perencanaan 
dalam penerapan 
akuntabilitas 
kinerja pada 
Setjen DPR RI 

Nilai Komponen 
Perencanaan Kinerja 
pada Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Setjen DPR 

21,50 20,45* 95,12% 

Nilai Komponen 
Pengukuran Kinerja 
pada Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Setjen DPR  

16,00 15,68* 98% 

Nilai Komponen 
Pelaporan Kinerja pada 
Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Setjen DPR 

10,50 9,95* 94,76% 

Persentase Realisasi 
Anggaran Biro 
Organisasi dan 
Perencanaan 

95% 99% 104% 



 

  

x 
 

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
kualitas peran Biro 
Organisasi dan 
Perencanaan 
dalam penerapan 
Reformasi 
Birokrasi Setjen 
DPR RI 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja dan Keuangan 

7,62 7,54* 98,95% 

Nilai Kinerja Organisasi  

7,50 7,41* 98,8% 

Keterangan : * Data realisasi merupakan data capaian Tahun 2021 

 

Lima (5) indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Biro 

Organisasi dan Perencanaan merupakan hasil penilaian dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 

terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sehubungan dengan belum keluarnya hasil penilaian SAKIP Setjen DPR 

RI untuk tahun 2022, sehingga data realisasi yang digunakan adalah data 

hasil penilaian tahun 2021. Sementara target kinerja yang diperjanjikan 

pada tahun 2022 sudah didasarkan pada hasil yang telah diperoleh pada 

tahun sebelumnya yakni tahun 2021. Akibatnya tidak terlihat adanya 

kenaikan pada capaian kinerja di Biro Organisasi dan Perencanaan kecuali 

untuk indikator persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dan 

Perencanaan.  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,  Biro Organisasi dan 

Perencanaan mengelola pagu anggaran sebesar Rp10.591.138.000. Pada 

tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan merealisasikan anggaran 

sebagai pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro 

Organisai dan Perencanaan sebesar Rp10.582.177.435,- atau sebesar 

99,92%.  

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui 

pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi 

perhatian Biro Organisasi dan Perencanaan ke depannya. Hasil evaluasi 

yang disampaikan dalam laporan kinerja ini penting dipergunakan sebagai 

pijakan bagi Biro Organisasi dan Perencanaan dalam perbaikan kinerja di 

tahun yang akan datang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen 

yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu organisasi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

organisasi, dalam rangka perwujudan good governance di lingkungan 

pemerintahan. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga 

sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan 

sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang. 

Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021, Biro Organisasi 

dan Perencanaan bertanggung jawab menyelenggarakan penataan 

organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program 

dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan 

reformasi birokrasi. 

Sebagai unit kerja pendukung kinerja Setjen  DPR RI, maka 

Biro Organisasi dan Perencanaan berkewajiban memberikan 

informasi mengenai pencapaian kinerja Biro Organisasi dan 

Perencanaan dalam mencapai sasaran strategisnya serta 

mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil kerja yang telah 

dilaksanakan. Untuk itu, Biro Organisasi dan Perencanaan menyusun 

LKj Tahun 2022 sebagai media pemantauan, penilaian, evaluasi dan 

pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong 

perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan 

yang baik.   

Penyusunan LKj Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 

diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong 

peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan 

akunTabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi dari 

pengguna layanan. 
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Biro Organisasi dan Perencanaan mempunyai komitmen yang 

kuat untuk melakukan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, 

baik berupa output maupun outcome, di sisi lain penyusunan LKj ini 

juga dimaksudkan sebagai penerapan prinsip akuntabilitas yang 

merupakan pilar penting menjadi good governance dan menjadi 

cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun. 

 

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI 

 

Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021, Biro Organisasi 

dan Perencanaan memiliki tugas menyelenggarakan penataan 

organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, perencanaan program 

dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan 

reformasi birokrasi. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Organisasi dan 

Perencanaan   menyelenggarakan fungsi: 

a) penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran di 

lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan;  

b) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

organisasi dan perencanaan; 

c) pelaksanaan penataan organisasi dan jabatan; 

d) pelaksanaan penataan tata laksana; 

e) pelaksanaan perencanaan program dan anggaran; 

f) pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi 

birokrasi; 

g) penyusunan laporan kinerja organisasi dan perencanaan; dan 

h) pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Administrasi. 

 

Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 220, Biro 

Organisasi dan Perencanaan terdiri atas 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian 

Perencanaan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Bagian 

Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Adapun 

Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Perencanaan secara 

keseluruhan tertuang dalam gambar 1.1 di bawah ini. 
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Gambar 1.1 

 Struktur Organisasi Biro Organisasi dan Perencanaan 

 

a. Bagian Perencanaan 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan monitoring serta evaluasi program dan 

anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 

Setjen DPR RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian 

Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 

• Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian 

Perencanaan; 

• Penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan; 

• Pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan 

dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

• Pelaksanaan penyiapan bahan rencana program, kegiatan 

dan anggaran sekretariat jenderal; 

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan 

anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 

sekretariat jenderal; 

• Pelaksanaan tata usaha Bagian Perencanaan; dan 
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• Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala 

Biro Organisasi dan Perencanaan.  

 

b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melaksanakan penataan organisasi, jabatan dan tata laksana di 

lingkungan Setjen DPR RI. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: 

• Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian 

Organisasi dan Tata Laksana; 

• Penyusunan bahan kegiatan di bidang penataan organisasi, 

jabatan dan tata laksana; 

• Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi kelembagaan di 

lingkungan sekretariat jenderal; 

• Pelaksanaan penataan jabatan di lingkungan sekretariat 

jenderal; 

• Penataan proses bisnis di lingkungan sekretariat jenderal; 

• Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan evaluasi 

prosedur, norma, dan standar kerja di lingkungan sekretariat 

jenderal; 

• Pelaksanaan tata usaha Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana; dan 

• Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala 

Biro Organisasi dan Perencanan 

 

c. Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi 

Birokrasi 

Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi 

Birokrasi (PKORB) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

kinerja organisasi, manajemen resiko dan reformasi birokrasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengelolaan Kinerja 

Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi: 

• Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian  

Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 

• Penyusunan bahan kegiatan di bidang Pengelolaan Kinerja 

Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 

• Penyiapan bahan rencana strategis dan rencana program 

kerja tahunan sekretariat jenderal; 
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• Penyiapan bahan rencana strategis Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

• Pengelolaan kinerja organisasi; 

• Pengelolaan resiko organisasi; 

• Pengelolaan reformasi birokrasi; 

• Pelaksanaan tata usaha Bagian  Pengelolaan Kinerja 

Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan 

• Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala 

Biro Organisasi dan Perencanaan  

 

Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Organisasi dan 

Perencanaan memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas 

dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta 

mewujudkan lingkungan kerja yang good and clean government 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya, guna menghasilkan penyusunan rencana program 

dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan 

Setjen DPR RI dan terlaksananya pengelolaan kinerja organisasi, 

manajemen resiko dan reformasi birokrasi yang berkualitas perlu 

didukung oleh sumber daya manusia yang handal. 
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Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Biro Organisasi dan Perencanaan 
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1.3 ISU STRATEGIS  

 

Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki peran yang sangat 

strategis di lingkungan Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan 

terkait Perencanaan, Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan 

Pengelolaan Kinerja Organisasi serta Reformasi Birokrasi. Dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Organsiasi dan Perencanaan 

setidaknya memiliki 2 (dua) isu strategis yang mempengaruhi capaian 

target kinerja, yaitu: 

a. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan jumlah beban kerja yang ada, Biro Organisasi 

dan Perencanaan memiliki kebutuhan pegawai sebanyak 61 

orang. Sedangkan jumlah pegawai saat ini berjumlah 49 orang, 

sehingga masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 12 orang. 

Selain itu, ketersedian SDM yang ada saat ini masih didominasi 

dengan Pejabat Pelaksana yang belum memiliki kompetensi 

yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

b. Mekanisme Kerja 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih terdapat 

mekanisme kerja yang belum diperbaharui atau diturunkan 

menjadi prosedur kerja yang lebih rinci. Mekanisme kerja 

tersebut berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan revisi 

anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, pelaksanaan reformasi 

birokrasi, penataan organisasi dan ketatalaksanaan. 

 

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN 

 

Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 

disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan dalam Persekjen 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian 

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI sebagai berikut:  

 

KATA PENGANTAR   

DAFTAR ISI 

EXECUTIVE SUMMARY  

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

1.2 Penjelasan Umum Organisasi 
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1.3 Isu Strategis 

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

2.1. Rencana Strategis 2020-2024 

2.2. Perjanjian Kinerja 

2.3. Metode Penghitungan 

 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

3.2. Realisasi Anggaran 

 

BAB IV PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

4.2. Rekomendasi 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

 

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024 

 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta 

pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian 

dukungan terhadap fungsi-fungsi dewan, program kerja Biro 

Organisasi dan Perencanaan mengacu pada Rencana Strategis 

Deputi Bidang Administrasi Tahun 2020 – 2024 sebagai dasar dalam 

menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman 

dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

biro dalam mencapai visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. 
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Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
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Sasaran program adalah kondisi yang akan dicapai secara 

nyata dari suatu program. Apa yang akan dicapai oleh Deputi Bidang 

Administrasi harus selaras dengan sasaran yang akan dituju oleh 

Setjen DPR RI. Sekjen DPR RI memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 

11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU). 

Untuk mendukung sasaran strategis Sekjen DPR RI tersebut, 

maka sasaran program yang akan disusun oleh Deputi Bidang 

Administrasi harus selaras. Semua program dan kegiatan di 

lingkungan Deputi Bidang Administrasi juga masuk ke dalam 

program dukungan manajemen. Adapun sasaran program beserta 

indikator kinerja dari Deputi Bidang Administrasi tercantum pada 

Tabel di bawah. 

 

Tabel 2.1. Sasaran Program dan IKU Deputi Bidang Administrasi 

Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja 
Target 

2021 2022 2023 2024 

Terwujudnya 
Tata kelola 
pemerintahan di 
Setjen DPR RI 
yang berkualitas 

1. Indeks 
Pengelolaan 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

Inisiasi Inisiasi Esensi Proaktif 

2. Indeks 
Pengelolaan 
Keuangan 

91 92 93 94 

3. Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja 

dan Keuangan 

7,52 7,65 7,72 7,82 

4. Nilai Kinerja 
Organisasi 

4,63 4,73 4,83 4,93 

Terpenuhinya 
kepuasan 
Anggota DPR RI       
atas dukungan  
Deputi Bidang 
Administrasi 

1. Indeks 
kepuasan 
Anggota  DPR 
RI atas Layanan 
Deputi Bidang 
Administrasi 

3,22 3,24 3,26 3,28 

Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintahan di     
Deputi Bidang 

1. Indeks 
Reformasi 
Birokrasi di 
lingkup Deputi 

BB A A AA 
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Sasaran 
Program 

Indikator Kinerja 
Target 

2021 2022 2023 2024 

Administrasi 
yang berkualitas 

Bidang 
Administrasi 

2. Nilai Evaluasi 
SAKIP di 
lingkup Deputi 
Bidang 
Administrasi 

B B A A 

 

Tabel 2.2. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang 

Administrasi 

Tujuan Sasaran Program 

Terwujudnya dukungan 
administrasi yang prima bagi 
Dewan Perwakilan  Rakyat 
Republik Indonesia 

Terpenuhinya kepuasan 
Anggota DPR RI atas dukungan 
Deputi Bidang  Administrasi 

Terwujudnya tata kelola 
administrasi yang profesional 
dan baik 

Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan di Setjen DPR RI 
yang berkualitas 

 

 

2.2 PERJANJIAN KINERJA 

 

Biro Organisasi dan Perencanaan telah memiliki dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan 

fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan 

Tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) Sasaran Program dan 6 (enam) 

Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian Kinerja Biro 

Organisasi dan Perencanaan disusun berdasarkan pada Rencana 

Kerja Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan 

Perencanaan Tahun 2022 tertuang dalam Tabel 2.3. dibawah ini. 
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Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja  

Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya 

kualitas peran Biro 

Organisasi dan 

Perencanaan dalam 

penerapan 

akuntabilitas kinerja 

pada Setjen DPR 

1. Nilai komponen 

Perencanaan Kinerja 

pada Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Setjen DPR 

21,50 

2. Nilai Komponen 

Pengukuran Kinerja 

pada Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Setjen DPR 

16,00 

3. Nilai Komponen 

Pelaporan pada Nilai 

Akuntabilitas Kinerja 

Setjen DPR 

10,50 

4. Persentase realisasi 

anggaran Biro 

Organisasi dan 

Perencanaan 

95% 

2. Meningkatnya 

kualitas peran Biro 

Organisasi dan 

Perencanaan dalam 

penerapan RB 

Setjen DPR 

1. Nilai Akuntabilitas 

Kinerja dan Keuangan 

7,62 

2. Nilai Kinerja Organisasi 7,50 

 

Pada pertengahan tahun Perjanjian Kinerja Biro Organisasi 

dan Perencanaan dilakukan evaluasi atas target yang dibuat pada 

awal tahun pada  indikator nilai kinerja organisasi, dimana semula 

target capaian untuk indikator tersebut adalah sebesar 4,73. Namun 

terjadi peningkatan nilai kinerja organisasi berdasarkan hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh KemenPAN-RB untuk Kinerja Organisasi Tahun 

2021 dimana hasil evaluasi ini baru dikeluarkan pada bulan Maret 

2022 dengan nilai evaluasi meningkat menjadi 7,41. Sehingga Biro 

Organisasi dan Perencanaan melakukan penyesuaian target atas 

indikator ini menjadi 7,50. Persandingan perubahan Perjanjian Kinerja 

Biro Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.2  

Persandingan Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan 

Perencanaan Tahun 2022   

   

 

          
Gambar 2.3 

 Penandatangaanan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan 

Tahun 2022 
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Gambar 2.4 Cascading Biro Organisasi dan Perencanaan 
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2.3 METODE PENGHITUNGAN 

 

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Setjen DPR        

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Perencanaan Kinerja 

pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil 

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

dikeluarkan oleh KemenPAN & RB.  

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan 

anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang 

berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta 

memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu 

penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil 

penilaian tahun sebelumnya.  

 

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Setjen DPR 

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil 

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

dikeluarkan oleh KemenPAN & RB. 

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan 

anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang 

berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta 

memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu 

penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil 

penilaian tahun sebelumnya. 

 

3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Setjen DPR  

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai 

Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi 

atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan 

oleh KemenPAN & RB. 

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan 
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anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang 

berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta 

memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu 

penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil 

penilaian tahun sebelumnya. 

 

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 

Penghitungan kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” 

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri 

PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Tahun 2020 – 2024. 

Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diperoleh dari Laporan 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu 

penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil 

penilaian pada tahun sebelumnya. 

5. Nilai Kinerja Organisasi 

Penghitungan kinerja “Nilai Kinerja Organisasi” oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 

2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. 

Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diperoleh dari Laporan 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu 

penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil 

penilaian pada tahun sebelumnya. 
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BAB III 

A K U N T A B I L I T A S    

K I N E R J A 
 

 

 

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

 

Analisis capaian kinerja organisasi diperlukan untuk 

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan agar 

lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur 

dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan 

target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur 

dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran program/kegiatan, 

indikator kinerja dengan target hasil capaian selama satu tahun.  

Perbandingan nilai SAKIP Setjen DPR RI dengan rata-rata nilai 

SAKIP nasional, tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut: 

 
Grafik 3.1 Rata-Rata Nilai SAKIP Tahun 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian PANRB 

 

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan tahun 

2022 mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator 

kinerja. Adapun rincian capaian kinerja Biro Organisasi dan 

66,26 67,28 68,3 69,78 70,75 71,3

55,13
60,31 62,36

64,6 64,9 65,31

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kementerian/Lembaga Sekretariat Jenderal DPR RI
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Perencanaan dari masing-masing sasaran strategis terdapat pada 

Tabel 3.2. 

 

Tabel 3. 1. Capaian Target Kinerja Tahun 2022 

 

Keterangan : * Data realisasi merupakan data capaian Tahun 2021 

 

Keenam indikator kinerja tersebut mencerminkan tugas dan 

fungsi Biro Organisasi dan Perencanaan serta unit di bawahnya 

sebagai upaya menjalankan wewenangnya sebagai penyelenggara 

penataan organisasi dan jabatan, penataan tata laksana, 

perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan kinerja 

organisasi dan perlaksanaan reformasi birokrasi dengan 

mengedepankan prinsip pelayanan yang paripurna kepada DPR RI 

secara akunTabel. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi 

koordinasi, Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan 

mendistribusikan pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh 

bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan.   

 

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 

kualitas peran Biro 

Organisasi dan 

Perencanaan dalam 

penerapan 

akuntabilitas kinerja 

pada Setjen DPR RI 

Nilai Komponen 

Perencanaan Kinerja pada 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Setjen DPR 

21,50 20,45* 95,12% 

Nilai Komponen 

Pengukuran Kinerja pada 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Setjen DPR  

16,00 15,68* 98% 

Nilai Komponen Pelaporan 

Kinerja pada Nilai 

Akuntabilitas Kinerja Setjen 

DPR 

10,50 9,95* 94,76% 

Persentase realisasi 

anggaran Biro Organisasi 

dan Perencanaan 

95% 99% 104% 

Meningkatnya 

kualitas peran Biro 

Organisasi dan 

Perencanaan dalam 

penerapan RB 

Setjen DPR RI 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

dan Keuangan 
7,62 7,54* 98,56% 

Nilai Kinerja Organisasi  

7,50 7,41* 98,8% 
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Tabel 3.2 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 1 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

01 

Meningkatnya kualitas 

peran Biro Organisasi 

dan Perencanaan dalam 

penerapan akuntabilitas 

kinerja pada Setjen DPR 

RI 

Nilai Komponen pada 

Perencanaan Kinerja 

pada Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Setjen DPR RI 

21,50 20,45 95,12% 

 

Tabel 3.3 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 1 

02 Indikator Kinerja 
Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai 

Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI 

2020 2021 2022 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

   20,41 20,45 100,19% 21,50 20,45 95,12% 

 

Tabel 3.4 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

Indikator 1 

Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2021 

Realisasi 

2022 

Target 

(RPJM) 

2024 

Tingkat 

Kemajuan 

03 

Meningkatnya 

kualitas peran 

Biro Organisasi 

dan 

Perencanaan 

dalam 

penerapan 

akuntabilitas 

kinerja pada 

Setjen DPR RI 

Nilai 

Komponen 

pada 

Perencanaan 

Kinerja pada 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja Setjen 

DPR RI 

20,45 20,45 22,50 90,89% 

 

 

 

 

Indikator Kinerja 1 
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Perhitungan indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja, 

merupakan salah satu komponen penilaian Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, 

Komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot nilai paling tinggi 

untuk penilaian AKIP dengan nilai 30, pada tahun 2022, target yang 

ditentukan untuk komponen adalah perencanaan kinerja adalah 

sebesar 21,50. Apabila penilaian oleh KemenPAN-RB tidak diperoleh 

hingga penyusunan Laporan Kinerja, maka realisasi dan 

pencapaiannya diperoleh dari hasil penilaian tahun sebelumnya. 

Realisasi nilai pencapaian pada indikator kinerja 1 dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 

Berdasarkan surat KemenPAN-RB Nomor B/32/M.AA.05/2022 

tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah tahun 2021, Nilai Komponen Perencanaan 

Kinerja sebesar 20,45. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2020 

yang mencapai 20,41. Dengan demikian, capaian kinerja pada 

indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan sebesar 95,12%. 

Dengan memperhatikan realisasi Nilai Komponen Perencanaan 

Kinerja pada tahun 2021 sebesar 20,45, maka pada tahun 2022 Biro 

Organisasi dan Perencanaan menetapkan target lebih tinggi 

dibandingkan hasil capaian pada tahun 2021. Hal ini selaras dengan 

salah satu rekomendasi dari KemenPAN-RB yang menyarankan agar 

capaian kinerja tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk pengambilan 

keputusan strategis pada periode berikutnya 

Sebagai pembanding, indikator Nilai Komponen Perencanaan 

Kinerja selalu mengalami tren naik dari mulai dibentuknya Biro 

Organisasi dan Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan Nilai 

Komponen Perencanaan Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.3 

Pada Tabel 3.4 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai 

Komponen Perencanaan Kinerja dengan target jangka menengah 

tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat 
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kemajuan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target 

jangka menengah sudah mencapai 90.88%.  

Dalam Periode 2020-2024, sampai dengan tahun 2021, Nilai 

Komponen Perencanaan Kinerja yang diperoleh oleh Biro Organisasi 

dan Perencanaan selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat 

pada grafik 3.2 berikut: 

 

 
Grafik 3.2 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2009-2021 

 

Dalam upaya peningkatan capaian Nilai Komponen 

Perencanaan Kinerja tahun 2022 yang diberikan oleh KemenPAN-

RB. Biro Organisasi dan Perencanaan, telah melaksanakan kegiatan-

kegiatan sebagai bentuk dari tindak lanjut yang dilakukan atas 

rekomendasi KemenPAN-RB pada tahun 2022 yaitu menyusun 

Rencana Aksi sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah 

diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja di unit kerja terkecil, dan 

menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.1 
Screenshot e-PPKP 
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Selain pemenuhan rekomendasi KemenPAN-RB, terdapat 

beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan 

Perencanaan untuk meningkatkan Nilai Komponen Perencanaan 

Kinerja, sebagai berikut: 

a. Penyusunan Rencana Kerja/Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah 

Sebelum melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, 

setiap Kementerian/ Lembaga diminta untuk mengisi Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di aplikasi Kolaborasi 

Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) satu 

tahun sebelumnya (t-1). 

Pengisian Rencana Kerja/Kerangka Pengeluaran Jangka 

Menengah (KPJM) Tahun 2023 yang dirumuskan oleh 

Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Aplikasi KRISNA pada 

bulan Desember 2021 – November 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Screenshot Aplikasi KRISNA 

 

b. Penyusunan Perjanjian Kinerja 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah disahkan pada 

14 Desember 2022. Sejalan dengan rencana perubahan Struktur 

Organisasi Setjen DPR RI, maka pada tahun 2023 akan 

dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 seiring 

dengan keluarnya Persekjen DPR RI tentang Perubahan SOTK 

Setjen DPR RI. Perjanjian Kinerja juga telah digunakan sebagai 

dasar dalam penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) sebagai 

sarana untuk penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sampai 

dengan kinerja level individu. 

 



 

  

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pembagian DIPA dan Penandatangan Perjanjian Kinerja di 

Ruang Rapat Banggar 

 

c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 

dimulai dari penyusunan berdasarkan Usulan Anggaran hingga 

Alokasi Anggaran yang dilakukan mulai bulan Maret hingga 

Oktober 2022. Penyusunan RKA untuk internal DPR RI 

dilakukan melalui Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN), dan 

dimutakhirkan oleh Bagian Perencanaan melalui aplikasi Sistem 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian 

Keuangan. Penyusunan RKA diawali dengan pengiriman Surat 

DPR RI perihal Usulan Anggaran DPR RI kepada 

Presiden/Menteri Keuangan dan diakhiri dengan terbitnya DIPA 

DPR RI pada tanggal 30 November 2022. 

Berdasarkan SP DIPA 002.02.1.001030/2023 dan SP DIPA 

002.01.1.001012/2023 tanggal 30 November 2022, Bahwa Pagu 

DPR RI Tahun 2023 adalah Rp. 6.083.497.483.000, yang terdiri 

dari Rp. 4.469.514.793.000 untuk Satker Dewan dan Rp. 

1.613.982.690.000 untuk Satker Setjen. 
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Gambar 3.4 DIPA petikan dan Daftar Alokasi Anggaran(AA) 

 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penyusunan RKA Tahun 

2023, penggunaan teknologi informasi seperti Aplikasi SINCAN 

sangat membantu dalam efisiensi sumber daya seperti mengurangi 

pemakaian kertas. Efisiensi penggunaan sumber daya terlihat dari 

semakin berkurangnya pengiriman dokumen-dokumen secara fisik 

yang dilakukan oleh seluruh unit kerja dalam pembuatan usulan 

anggaran berserta data dukungnya ke Bagian Perencanaan. 

Pembuatan dokumen perencanaan yang pada mulanya dilakukan 

secara manual, saat ini dilakukan secara digital dengan aplikasi 

SINCAN dan pengirimannya dilakukan melalui media penyimpanan 

cloud.  
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Gambar 3.5. Daftar TOR di Aplikasi SINCAN dan Cloud DPR 

 

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja organisasi, seluruh unit 

organisasi pada hakekatnya selalu berupaya mencapai kinerja yang 

menunjukkan tren positif atau meningkat. Terlepas dari hal tersebut, 

upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan salah satunya adalah 

penyusunan rencana aksi yang telah dilakukan segenap jajaran di 

Biro Organisasi dan Perencanaan.  
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Gambar 3.6 Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan 
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Tabel 3.5 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 2 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

01 

Meningkatnya kualitas 

peran Biro Organisasi 

dan Perencanaan dalam 

penerapan akuntabilitas 

kinerja pada Setjen DPR 

RI 

Nilai Pengukuran 

Kinerja 
16,00 15,68 98% 

 

Tabel 3.6 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 2 

02 Indikator Kinerja 
Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai 

Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI 

2020 2021 2022 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

   15,66 15,68 100,13% 16,00 15,68 98% 

 

Tabel 3.7 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

Indikator 2 

Sasaran 

Program 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2021 

Realisasi 

2022 

Target 

(RPJM) 

2024 

Tingkat 

Kemajuan 

03 

Meningkatnya 

kualitas peran 

Biro Organisasi 

dan 

Perencanaan 

dalam 

penerapan 

akuntabilitas 

kinerja pada 

Setjen DPR RI 

Nilai 

Komponen 

pada 

Perencanaan 

Kinerja pada 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja Setjen 

DPR RI 

15,68 15,68    18,00 87,11% 

 

 

 

Indikator Kinerja 2 
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Perhitungan indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja, 

merupakan salah satu komponen penilaian AKIP. Komponen 

pengukuran kinerja mempunyai bobot nilai 25,00 pada tahun 2022, 

komponen pengukuran kinerja adalah sebesar 15,68. Apabila 

penilaian oleh KemenPAN-RB tidak diperoleh hingga penyusunan 

Laporan Kinerja, maka realisasi dan pencapaian nilai kerja diperoleh 

dari hasil penilaian tahun sebelumnya. Realisasi nilai pencapaian 

pada indikator kinerja 2 dapat dilihat pada Tabel 3.5 

Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/32/M.AA.05/2022 

tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Tahun 2021, Nilai Pengukuran Kinerja sebesar 

15,68. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 

15,66.  

Dengan memperhatikan realisasi Nilai Komponen Pengukuran 

Kinerja pada tahun 2021 sebesar 16,68, maka pada tahun 2022 Biro 

Organisasi dan Perencanaan menetapkan target lebih tinggi 

dibandingkan hasil capaian pada tahun 2021.  

Indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Biro Organisasi 

dan Perencanaan selalu mengalami tren naik dari mulai dibentuknya 

Biro Organisasi dan Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan 

Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Pada Tabel 3.7 dapat dilihat perbadingan realisasi Nilai 

Komponen Pengukuran Kinerja dengan target jangka menengah 

tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat 

kemajuan capaian pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target 

jangka menengah sudah mencapai 87,11%  

Nilai Pengukuran Kinerja pada Indeks Akuntabilitas Kinerja 

diberikan oleh KemenPAN-RB  dan memiliki bobot terbesar kedua. 

Upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target RPJM, yaitu 

dengan mengembangkan aplikasi yang ada di lingkungan Biro 

Organisasi dan Perencanaan sebagai sarana informasi penyampaian 

kinerja di internal Setjen DPR RI agar manajemen dapat mengetahui 
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informasi kinerja secara real time sehingga dapat mengambil 

keputusan secara cepat dan akurat. 

Dalam Periode 2020-2024, sampai dengan tahun 2021, Nilai 

Komponen Pengukuran Kinerja yang diperoleh oleh Biro Organisasi 

dan Perencanaan selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat 

pada grafik 3.3 berikut: 

 

 
Grafik 3. 3 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2009-2021 

 

Dalam upaya peningkatan capaian Nilai Pengukuran 

Komponen Kinerja, Biro Organisasi dan Perencanaan telah 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan 

aplikasi yang ada di lingkungan Biro Organisasi dan Perencanaan. 

Bagian Perencanaan mempunyai beberapa layanan aplikasi 

yaitu aplikasi sistem informasi perencanaan program dan anggaran, 

aplikasi pelaksanaan anggaran serta aplikasi capaian output Setjen 

DPR RI. Aplikasi tersebut sangat bermanfaat dan mempunyai peran 

penting dalam laporan kinerja pelaksanaan anggaran, dan capaian 

output organisasi, dan untuk kedepannya aplikasi-aplikasi tersebut 

akan saling terintegrasi. 

Setjen DPR RI sebagai supporting system kepada DPR RI 

dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dan kualitas pelayanan 

kepada DPR, serta harus melaporkan kinerjanya setiap triwulan. Data 

yang akurat, tepat, dan cepat dapat menghasilkan keputusan yang 

baik. 
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Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja yang sejalan 

dengan reformasi birokrasi untuk menghasilkan data tersebut telah 

dibangun aplikasi/dashboard Manajemen Informasi Kinerja Anggaran 

Terintegrasi Dengan Keluaran/Output (E-MIKIR ASIK) untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan melalui 

monitoring dan evaluasi terhadap penilaian kinerja pelaksanaan 

anggaran dan capaian output terintegrasi. Selain itu 

aplikasi/dashboard E-MIKIR ASIK dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pelayanan data dan informasi tentang kinerja pelaksanaan 

anggaran dan capaian output unit kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Screenshot Aplikasi E-MIKIR ASIK 

 

Selain itu, dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Biro 

Organisasi dan Perencanaan telah menyusun Keputusan Sekjen 

DPR RI Nomor 1141/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mengatur 

kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di DPR RI. 

Di dalam pedoman tersebut telah menggunakan dashboard E-MIKIR 

ASIK sebagai tools nya. Melalui dashboard E-MIKIR ASIK tersebut 

dapat dilakukan reviu, pemantauan, dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan anggaran unit kerja di Setjen DPR RI. Cara mengukur 

kinerja anggaran mengacu kepada indikator pada Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA), maupun pada Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan E- Monev. Dalam rangka 

pengukuran kinerja tersebut, Biro Organisasi dan Perencanaan 

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Capaian Output (Si-Caput), 

sebagai tools dalam pengumpulan data capaian kinerja. 
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Pelaksanaan pengukuran kinerja ini dilakukan berdasarkan 

pada data yang disampaikan oleh unit kerja melalui aplikasi Si-Caput. 

Namun hingga saat ini, masih ada unit kerja yang masih belum 

paham terkait capaian output dari unit itu sendiri. Hal ini yang 

menyebabkan masih terdapat data yang kurang akurat. Untuk 

menindaklanjuti hal tersebut, Biro Organisasi dan Perencanaan 

melalui Bagian Perencanaan melakukan koordinasi secara berkala 

kepada unit kerja agar hasil pengukuran kinerja bisa menjadi lebih 

optimal. Untuk kedepannya akan dilakukan pendampingan dan 

bimbingan teknis berkala kepada unit kerja sehingga pengisian data 

dapat lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Screenshot Aplikasi Si-Caput 

 

Pelaksanaan pengukuran kinerja menggunakan sistem 

informasi, menyebabkan adanya efisiensi waktu dan sumber daya 

lainnya. Dengan ada penggunaan sistem tersebut, maka pengisian 

data dapat dilakukan dimana saja dan kapan seja. Selanjutnya, untuk 

penyampaian data dapat dilakukan secara digital dan tidak perlu 

secara tertulis, dengan adanya persetujuan dari pejabat yang 

berwenang. Hal ini juga memberikan dampak positif karena 

memudahan dalam memonitoring dan melaporkan hasil kinerja. 
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Tabel 3.8 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 3 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

01 

Meningkatnya kualitas 

peran Biro Organisasi dan 

Perencanaan dalam 

penerapan akuntabilitas 

kinerja pada Setjen DPR RI 

Nilai Komponen 

Pelaporan pada Nilai 

Akuntabilitas Kinerja 

Setjen DPR RI 

10,50 9,95 94,76% 

 

Tabel 3.9 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 3 

02 Indikator Kinerja 
Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Setjen DPR RI 

2020 2021 2022 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

   9,93 9,95 100,20% 10,50 9,95 94,76% 

 

Tabel 3.10 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah  

Indikator 3 

Sasaran 

Program 
Indikator Kinerja 

Realisasi 

2021 

Realisasi 

2022 

Target 

(RPJM) 

2024 

Tingkat 

Kemajuan 

03 

Meningkatnya 

kualitas peran Biro 

Organisasi dan 

Perencanaan 

dalam penerapan 

akuntabilitas 

kinerja pada 

Setjen DPR RI 

Nilai Komponen 

pada 

Perencanaan 

Kinerja pada 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja Setjen 

DPR RI 

9,95 9,95 11,50 86,52% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja 3 
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Perhitungan indikator Nilai Komponen Pelaporan Kinerja, 

merupakan salah satu komponen AKIP. Komponen pelaporan kinerja 

mempunyai bobot nilai paling tinggi untuk penilaian AKIP dengan nilai 

15, pada tahun 2022, target yang ditentukan untuk komponen 

pelaporan kinerja adalah sebesar 10,50. Apabila penilaian oleh 

KemenPAN-RB tidak diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja, 

maka realisasi dan pencapaian nilai kerja diperoleh dari hasil 

penilaian tahun sebelumnya. Realisasi nilai pencapaian pada 

indikator kinerja 3 dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Berdasarkan surat Menteri PAN-RB Nomor B/32/M.AA.05/2022 

tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah tahun 2021, Nilai Komponen Pelaporan Kinerja 

sebesar 9,95. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang 

mencapai 9,93.  

Dengan memperhatikan realisasi Nilai Komponen Pelaporan 

Kinerja pada tahun 2021 sebesar 9,95, maka pada tahun 2022 Biro 

Organisasi dan Perencanaan menetapkan target lebih tinggi 

dibandingkan hasil capaian pada tahun 2021.  

Sebagai pembanding, indikator Nilai Komponen Pelaporan 

Kinerja selalu mengalami tren naik dari mulai dibentuknya Biro 

Oranisasi dan Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan Nilai 

Komponen Pelaporan Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.9. 

Pada Tabel 3.10 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai 

Komponen Pelaporan Kinerja dengan target jangka menengah tahun 

2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat kemajuan 

capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka 

menengah sudah mencapai 86,52%.  

Dalam periode 2020-2024, sampai dengan tahun 2021, Nilai 

Komponen Pelaporan Kinerja yang diperoleh oleh Biro Organisasi 

dan Perencanaan selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat 

pada grafik 3.4 berikut: 
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Grafik 3.4 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2009-2021 

 

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah oleh KemenPAN-RB terhadap nilai AKIP Setjen DPR RI 

Tahun 2021, terdapat rekomendasi terkait pelaporan kinerja dimana 

capaian kinerja pada Setjen DPR RI dan unit kerja masih belum 

dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis pada periode 

berikutnya. Hal ini ditunjukan dengan masih ditemukan unit kerja 

yang memiliki target kinerja lebih rendah daripada perolehan tahun 

sebelumnya yang mengindikasikan bahwa komponen pelaporan 

kinerja masih rendah perolehannya dari segi pemanfaatan. Nilai 

tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Nilai 

komponen Pelaporan Kinerja pada AKIP Setjen DPR RI karena 

memiliki bobot penilaian paling tinggi (50%) dari total penilaian 

(PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021). 
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Gambar 3.9 

Penilaian Komponen AKIP berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Sedangkan, berdasarkan hasil penilaian internal oleh 

Inspektorat Utama pada tahun 2022, masih terdapat beberapa 

catatan dalam penerapan Pelaporan Kinerja di Setjen DPR RI, yaitu:  

1. Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum 

menginformasikan terkait keberhasilan/kegagalan dalam 

mencapai target kinerja 

2. Laporan Kinerja belum digunakan untuk penyusunan anggaran 

dan kinerja tahun berikutnya 

 

 

Oleh karena itu, sepanjang tahun 2022, Biro Organisasi dan 

Perencanaan telah melakukan beberapa upaya untuk 

menindaklanjuti hasil rekomendasi MenPAN-RB dan penilaian 

Inspektorat Utama dalam rangka meningkatkan Komponen Penilaian 

Kinerja Setjen DPR RI. 
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Gambar 3.10 Tindak Lanjut Rekomendasi KemenPAN-RB dan 

Inspektorat Utama 
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Dari kegiatan reviu 

terhadap target capaian 

kinerja tahun 2022 baik di 

tingkat Eselon I maupun 

Eselon II, telah 

dilaksanakan penyesuaian 

target kinerja di dasarkan 

pada hasil laporan kinerja 

atau perolehan capaian 

tahun sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 3.11 

Laporan Evaluasi Indikator dan 

Target Kinerja 

            

 

 
Gambar. 3.12 

Persandingan Target Kinerja Tahun 2022 dengan Laporan Kinerja 

Tahun 2021 

 

Dalam Tabel terlihat bahwa Penyusunan target Kinerja Tahun 

2022 Setjen DPR RI telah disesuaikan dengan hasil perolehan di 
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tahun 2021, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan capaian 

kinerja di tahun-tahun yang akan datang.  Pemanfaatan pelaporan 

kinerja diharapkan dapat menggambarkan kualitas pencapaian 

kinerja serta upaya perbaikan yang dapat mempengaruhi penentuan 

strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja tahun yang akan datang.  

Hasil laporan kinerja tahun 2021 telah dimanfaatkan dengan 

adanya revisi Perjanjian Kinerja Biro Oragnisasi dan Perencanaan 

tahun 2022 yang didasarkan pada Hasil Evaluasi AKIP MenPAN-RB 

terhadapt Setjen DPR RI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 
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Melalui sosialisasi penyusunan LKj berdasarkan PermenPAN-

RB Nomor 53 Tahun 2014, Biro Organsiasi dan Perencanaan telah 

membuat format terkait penyusunan laporan kinerja yang dapat di 

adopsi oleh seluruh unit kerja di lingkup Eselon I dan II. Hal ini 

dimaksudkan agar terjadi keseragaman dalam penyampaian laporan 

serta mengakomodir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

penyampaian kinerja yang dapat digunakan untuk menyusun strategi 

baik anggaran maupun pencapaian kinerja di tahun yang akan 

datang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14  

Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 

 

Dalam upaya peningkatan nilai komponen pelaporan kinerja, 

Biro Organisasi dan Perencanaan memanfaatkan teknologi informasi 

berupa website rb.dpr.go.id. Yang didalamnya berisikan informasi 

terkait data kinerja, capaian kinerja dan hasil evaluasi KemenPAN-RB 

terkait AKIP, dan hasil evaluasi internal AKIP oleh Inspektorat Utama. 

Informasi dimaksud digunakan sebagai basis data untuk menyusun 

laporan kinerja. Hal ini akan meningkatkan efisiensi waktu dalam 

memperoleh semua informasi yang diperlukan. 
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Tabel 3.11 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 4 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

01 

Meningkatnya kualitas 

peran Biro Organisasi dan 

Perencanaan dalam 

penerapan akuntabilitas 

kinerja pada Setjen DPR RI 

Persentase realisasi 

anggaran Biro Organisasi 

dan Perencanaan 

95% 99,92% 105,18% 

 

Tabel 3.12 Persandingan Nilai Realisasi Anggaran per Bagian Indikator 4 

No. Unit Kerja 
Realisasi 

2021 (%) 

Realisasi 

2022 (%) 

Kenaikan / 

Penurunan (%) 

1. Anggaran Biro 98,86 99,85 0,99 

2. Bagian Perencanaan 100,00 100,00 - 

3. Bagian PKORB 99,45 99,96 0,51 

4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 98,18 99,69 1,51 
 

Total Biro 99,27 99,92 0,65 

 

Tabel 3.13 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 

4 

Indikator Kinerja 

Capaian 
Persentase 

Capaian Realisasi 
Target 

IKPA 

 

Persentase realisasi anggaran 

 

99,92% 

 

90,75% 

 

110,18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja 4 
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Pada tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki 

pagu anggaran sebesar Rp10.591.138.000. Realisasi anggaran Biro 

Organisasi dan Perencanaan di tahun 2022 sebesar 

Rp10.582.177.435 atau 99,92%. Realisasi anggaran ini berada di 

atas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95%. Realisasi 

anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan juga berada di atas 

realisasi anggaran Satker Setjen yang mencapai 99,56%. Realisasi 

nilai pencapaian pada indikator kinerja 4 dapat dilihat pada Tabel 

3.11 Sedangkan persandingan Nilai Realisasi Anggaran 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Tabel 3.12 

Dari Tabel 3.13 di atas penyerapan anggaran mendekati nilai 

maksimal dan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan 

penyusunan rencana kerja yang optimal, Biro Organisasi dan 

Perencanaan juga melakukan optimalisasi anggaran untuk 

direalokasikan ke kegiatan prioritas yang belum tersedia 

anggarannya. Selain itu juga dilakukan pembahasan realisasi 

anggaran per triwulan dengan unit kerja yang bertujuan 

mengoptimalkan penyerapan anggaran di DPR RI secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan target penyerapan anggaran sampai dengan 

triwulan IV Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 90,75%. Dengan 

capaian realisasi anggaran Biro Organisasi dan Perencanaan 

sebesar 99,92% menunjukkan bahwa Biro Organisasi dan 

Perencanaan dapat mencapai target realisasi nasional berdasarkan 

IKPA. 

Dalam rangka peningkatan capaian realisasi anggaran, Biro 

Organisasi dan Perencanaan berkoordinasi intensif sehingga 

anggaran yang tidak terserap optimal dapat direalokasi untuk 

kegiatan prioritas Biro Organisasi dan Perencanaan menggunakan 

mekanisme revisi anggaran. 

Selain dalam realisasi anggaran, Biro Organisasi dan 

Perencanaan telah berhasil melakukan efisiensi sumber daya lainnya 

yang diwujudkan dengan adanya penyimpanan data realisasi 

anggaran tidak lagi berupa dokumen fisik, namun sudah beralih pada 

cloud internal DPR RI. 
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Tabel 3.14 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 5 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

01 

Meningkatnya kualitas 

peran Biro Organisasi dan 

Perencanaan dalam 

penerapan RB Setjen DPR 

RI 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

dan Keuangan 
7,62 7,54 98,95% 

 

Tabel 3.15 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 5 

02 Indikator Kinerja 
Nilai Komponen pada Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Setjen DPR RI 

2020 2021 2022 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

   7,52 7,54 100,27% 7,62 7,54 98,95% 

 

Tabel 3.16 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 

5 

Sasaran 

Program 
Indikator Kinerja 

Realisasi 

2021 

Realisasi 

2022 

Target 

(RPJM) 

2024 

Tingkat 

Kemajuan 

03 

Meningkatnya 

kualitas peran Biro 

Organisasi dan 

Perencanaan 

dalam penerapan 

akuntabilitas 

kinerja pada 

Setjen DPR RI 

Nilai Komponen 

pada 

Perencanaan 

Kinerja pada 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja Setjen 

DPR RI 

7,54 7,54 7,82 96,42% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja 5 
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Perhitungan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan, 

merupakan salah satu komponen penilaian pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, Komponen Nilai 

Akuntabilitas Kinerja Keuangan mempunyai bobot sebesar 10, pada 

tahun 2022, target yang ditentukan untuk komponen penilaian 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 7,62. Apabila penilaian oleh 

KemenPAN-RB tidak diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja, 

maka realisasi dan pencapaiannya diperoleh dari hasil penilaian 

tahun sebelumnya. Realisasi nilai pencapaian pada indikator kinerja 5 

dapat dilihat pada Tabel 3.14. 

Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor 

B/19/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Nilai Komponen 

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan tahun 2021 mencapai 7,54. 

Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,02 dibanding tahun 2020 

yaitu 7,52. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator nilai 

akuntabilitas kinerja dan keuangan sebesar 98,95%. 

Sebagai pembanding, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 

Keuangan selalu mengalami tren naik dari mulai dibentuknya Biro 

Organisasi dan Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan Nilai 

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.15. 

Pada Tabel 3.16 dapat dilihat perbadingan realisasi Nilai 

Komponen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan target jangka 

menengah tahun 2024 yang diamanatkan dalam Renstra Setjen. 

Tingkat kemajuan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan 

dengan target jangka menengah sudah mencapai 96,42%.  

Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan diperoleh dari 

komponen penilaian opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 

Keuangan. Berikut disampaikan rincian penilaian beberapa tahun 

terakhir: 
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Tabel 3.17 Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 

Uraian Skala 2020 2021 

a. Opini BPK Opini WTP WTP 

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja 0-100 64,60 64,90 

 

Berdasarkan penilaian tersebut opini BPK telah mencapai nilai 

maksimal yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setjen DPR 

RI bahkan telah mendapatkan opini sejak tahun 2009 secara berturut-

turut. Selanjutnya pada komponen nilai SAKIP Setjen DPR RI telah 

memperoleh nilai 64,90, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,30 

dari tahun sebelumnya yaitu 64,60.  

Saat ini, Biro Organisasi dan Perencanaan telah 

melaksanakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan nilai SAKIP. 

Optimalisasi sumber daya pada Biro organisasi dan Perencanaan 

telah dilaksanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan 

penggunaan aplikasi keuangan internal maupun eksternal, yaitu: 

1. Aplikasi SINCAN digunakan untuk mengefisiensikan proses 

penyusunan program dan anggaran dengan memberikan 

kemudahan akses dan meminimalisir penggunaan kertas; dan 

2. Aplikasi SAKTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan 

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam hal 

pemantauan anggaran, capaian realisasi anggaran dan output.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15  
Upaya meningkatkan pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 
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Tabel 3.18 Realisasi Nilai Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Indikator 6 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

01 

Meningkatnya kualitas 

peran Biro Organisasi dan 

Perencanaan dalam 

penerapan RB Setjen DPR 

RI 

Nilai Kinerja Organisasi 7,50 7,41 98,8% 

 

Tabel 3.19 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja Indikator 6 

02 Indikator Kinerja Nilai Kinerja Organisasi 

2020 2021 2022 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target 
Realisas

i 
Capaian 

   4,63 7,41 160,04% 7,50 7,41 98,8% 

 

Tabel 3.20 Persandingan Nilai Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Indikator 

6 

Sasaran 

Program 
Indikator Kinerja 

Realisasi 

2021 

Realisasi 

2022 

Target 

(RPJM) 

2024 

Tingkat 

Kemajuan 

03 

Meningkatnya 

kualitas peran Biro 

Organisasi dan 

Perencanaan 

dalam penerapan 

RB Setjen DPR RI 

Nilai Kinerja 

Organisasi 
7,41 7,41 4,93 150,30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja 6 
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Perhitungan indikator Nilai Kinerja Organisasi, merupakan salah 

satu komponen penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen 

Nilai Kinerja Organisasi mempunyai bobot sebesar 10, pada tahun 2022, 

target yang ditentukan untuk komponen adalah adalah sebesar 7.50. 

Apabila penilaian oleh KemenPAN-RB tidak diperoleh hingga 

penyusunan Laporan Kinerja, maka realisasi dan pencapaiannya 

diperoleh dari hasil penilaian tahun sebelumnya. Realisasi nilai 

pencapaian pada indikator kinerja 6 dapat dilihat pada Tabel 3.18. 

Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/19/M.RB.06/2022 

tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Tahun 2021, Nilai Komponen Kinerja Organisasi tahun 2021 

mempunyai nilai 7,41. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 2,78 

dibanding tahun 2020 yaitu 4,63. Dengan demikian, capaian kinerja 

pada indikator nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan sebesar 

160,04%. 

Sebagai pembanding, indikator Nilai Kinerja Organisasi selalu 

mengalami tren naik dari mulai dibentuknya Biro Organisasi dan 

Perencanaan pada tahun 2021. Persandingan Nilai Kinerja Organisasi 

dapat dilihat pada Tabel 3.19. 

 Pada Tabel 3.20 dapat dilihat perbandingan realisasi Nilai Kinerja 

Organisasi dengan target jangka menengah tahun 2024 yang 

diamanatkan dalam Renstra Setjen. Tingkat kemajuan capaian pada 

tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sudah 

mencapai 150,30%. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakan perubahan 

Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, oleh karenanya  target yang 

digunakan masih sebesar 4,93. Sedangkan, pada tahun 2022 telah 

dilaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan 

Perencanaan dengan memperhatikan hasil penilaian Reformasi 

Birokrasi pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Organisasi, dengan target 

yang ditetapkan sebesar 7,50.  



 

  

53 
 

Dalam mendukung pencapaian target nilai kinerja organisasi, Biro 

Organisasi dan Perencanaan, khususnya Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Penataan Organisasi 

Sebagaimana telah disebutkan dalam Laporan Kinerja Biro 

Organisasi dan Perencanaan Tahun 2021, pada tahun ini penataan 

organisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan dengan dinamika 

organisasi, salah satunya adalah penataan Pusat Penelitian yang 

harus dilaksanakan sebagai dampak pembentukan Badan Riset dan 

Inovasi Nasional. Pada tahun 2022, telah disampaikan usulan 

penataan organisasi Setjen DPR RI yang berdampak pada 

perubahan Peraturan Presiden dan Peraturan Sekretaris Jenderal 

yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI.  

b. Evaluasi Kelembagaan 

Pada tahun 2022, dilaksanakan kegiatan evaluasi kelembagaan 

yang dilaksanakan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi 

Pemerintah.  

c. Analisis Jabatan 

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan analisis jabatan yang 

berdampak pada penambahan 8 jabatan baru, penghapusan 15 

jabatan dan perubahan informasi 2 jabatan. 

d. Analisis Beban Kerja 

Pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja dilaksanakan untuk 

menindaklanjuti perubahan struktur organisasi, perubahan dinamika 

kerja pada unit kerja, dan adanya kebijakan terkait penghitungan 

kebutuhan jabatan fungsional. 

e. Evaluasi Jabatan 

Kegiatan evaluasi jabatan didasari oleh perhitungan kebutuhan 

formasi jabatan fungsional. Pelaksanaan evaluasi jabatan yang 

dilakukan sudah melalui validasi dari KemenPAN-RB. 

f. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan penyusunan kamus dan 

standar kompetensi jabatan Setjen DPR RI dan penyusunan 

standar kompetensi Jabatan Fungsional yang dibina oleh Setjen 

DPR RI.  Keseluruhan proses penyusunan kamus dan standar 

kompetensi dilaksanakan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 38 

tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN.  

g. Pembentukan Jabatan Fungsional 
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Pada tahun 2022, kegiatan pembentukan jabatan fungsional 

difokuskan pada penyusunan peraturan pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Analis Legislatif. 

h. Monitoring Peta Proses Bisnis 

Kegiatan monitoring peta proses bisnis pada tahun 2022 difokuskan 

pada identifikasi perubahan atau penyesuaian proses bisnis yang 

diakibatkan oleh penataan organisasi. 

i. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyusunan SOP pada tahun 2022 difokuskan kepada 2 (dua) hal 

yaitu: 

1) Monitoring dan Evaluasi SOP  

Pelaksanaan Monev SOP difokuskan pada menindaklanjuti 

catatan dari Tim Penilai Internal (Inspektorat Utama) terkait 

Proses Bisnis yang belum memiliki SOP. 

2) Penyusunan dan Penyesuaian SOP 

Dalam penyusunan SOP di tahun 2022, dilaksanakan 

penyusunan SOP baru dan revisi SOP disesuaikan dengan 

perubahan aturan yang ada, baik terkait struktur organisasi 

maupun aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi unit kerja. Berdasarkan hasil pembahasan di tahun 

2022, terdapat 184 SOP yang berhasil disusun yang terdiri dari 

150 SOP Baru dan 34 SOP AP revisi.  

j. Standar Pelayanan 

Penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada tahun 2022, telah 

berhasil mengidentifikasi dan menyusun 8 Standar Pelayanan baru. 

Selain itu, kegiatan Monev Standar Pelayanan pada tahun 2022 

juga sudah dilakukan penyesuaian dalam prosesnya dengan 

melakukan pelibatan antara penyelenggara layanan dan pengguna 

layanan melalui Forum Konsultasi Publik. Dari kegiatan tersebut 

juga sudah disusun Berita Acara yang berisikan janji dari 

Penyelenggara Layanan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas–standar pelayanan terkait dan tertuang dalam Laporan 

Forum Konsultasi Publik 

 

Keberhasilan Biro Organisasi dan Perencanaan dalam mencapai 

target indikator kinerja nilai kinerja organisasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor pendukung, antara lain: 

a. Perencanaan kerja yang baik di awal tahun serta diikuti dengan 

kegiatan evaluasi secara periodik dalam memastikan pencapaian 

target kinerja yang telah ditetapkan; 
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b. Adanya arahan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan; 

c. Proaktif dan antisipatif terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

d. Koordinasi yang intensif baik secara internal maupun dengan 

instansi terkait; dan 

e. Evaluasi berkala dan penentuan prioritas terkait ketersediaan 

anggaran. 

 

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, Biro Organisasi dan 

Perencanaan menghadapi beberapa tantangan dan kendala yang 

mempengaruhi kinerja. Meski tidak semua kendala tersebut dapat 

dikendalikan, salah satunya adalah terkait proses penataan organisasi 

yang kewenangan persetujuannya berada di KemenPAN-RB. Sehingga 

hasil akhir penataan organisasi baru dapat ditindaklanjuti apabila telah 

mendapat surat persetujuan penataan organisasi dari KemenPAN-RB.  

 

Gambar 3.16 

Buku Terbitan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2022 
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3.2. Realisasi Anggaran 

a. Realisasi Anggaran per Unit Kerja di Biro Organisasi dan 

Perencanaan 

Pada tahun 2022, Biro Organisasi dan Perencanaan  

Realisasi mengelola anggaran sebesar Rp.8.154.122.000. 

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan 

tahun anggaran 2022, maka Biro Organisasi dan Perencanaan 

memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp. 2.437.016.000 

sehingga pagu yang dikelola menjadi Rp.10.591.138.000.  

 

Realisasi anggaran Biro 

Organisasi dan Perencanaan 

sebesar Rp10.582.177.435 atau 

99,92% dari total pagu sebesar 

Rp10.591.138.000. Realisasi 

anggaran ini berada di atas target 

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

95%. Realisasi anggaran Biro 

Organisasi dan Perencanaan juga 

berada di atas realisasi anggaran 

Satker Setjen yang mencapai 

99,56%.  

Realisasi anggaran tertinggi 

untuk unit kerja di bawah koordinasi 

Biro Organisasi dan Perencanaan 

dihasilkan oleh Bagian Perencanaan 

dengan realisasi 100%. Kemudian, 

realisasi anggaran terbesar kedua 

dihasilkan oleh Bagian Pengelolaan 

Kinerja Organisasi dan Reformasi 

Birokrasi dengan realisasi sebesar 

99,96%. Selanjutnya, realisasi 

anggaran terbesar ketiga dihasilkan 

oleh Anggaran Biro Organisasi dan 

Perencanaan yaitu sebesar 99,85%. 

Selanjutnya, realisasi anggaran 

terbesar keempat dihasilkan oleh 

Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana sebesar 99,69%.  

Gambar 17 Realisasi Anggaran per 
Unit Kerja di Biro Organisasi dan 
Perencanaan 
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Biro Organisasi dan Perencanaan baru terbentuk pada 

tahun 2021, sehingga capaian realisasi anggaran Biro Organisasi 

dan Perencanaan hanya bisa disandingan antara tahun 2021 

dengan tahun 2022. Realisasi anggaran Biro Organisasi dan 

Perencanaan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 

0,65% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 

Perbandingan Pagu dan 

Realisasi Anggaran Biro 

Organisasi dan 

Perencanaan Tahun 

2022 

 

Peningkatan realisasi anggaran didukung dengan adanya 

peningkatan pelaksanaan kegiatan koordinasi antar unit kerja di 

jajaran Biro Organisasi dan Perencanaan, misalnya kegiatan 

Rapat Koordinasi Biro Organisasi dan Perencanaan Bulan 

Desember 2022 di Kopo, Jawa Barat. 

 

b. Realisasi Anggaran per Sasaran Program 

Anggaran di Biro Organisasi dan Perencanaan sepanjang 

tahun 2022 sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi 

sasaran “Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan 

Perencanaan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pada Setjen 

DPR RI” dengan porsi sebesar 72,31%. Besarnya alokasi 

anggaran untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas 

peran Biro Organisasi dan Perencanaan dalam penerapan 

akuntabilitas kinerja pada Setjen DPR RI” menggambarkan 

bahwa peran Biro Organisasi dan Perencanaan sangat strategis 

dalam pembentukan kesetjenan yang akunTabel. Dari komponen 

penilaian akuntabilitas kinerja, kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Biro Organisasi dan Perencanaan memiliki peran secara 

langsung dalam pencapaian nilai sebesar 70 dari total nilai 100. 
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Adapun sisanya sebesar 27,69% untuk memenuhi sasaran 

“Meningkatnya kualitas peran Biro Organisasi dan Perencanaan 

dalam penerapan RB Setjen DPR RI”. Dari komponen penilaian 

RB, kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan 

Perencanaan memiliki peran secara langsung dalam pencapaian 

nilai sebesar 20 dari total nilai 100.  

Tabel 3.21. Sasaran, Indikator Pagu dan Realisasi Biro 

Organisasi dan Perencanaan Tahun 2022 

Sasaran Indikator Pagu Realisasi % 

Meningkatnya 
kualitas peran Biro 
Organisasi dan 
Perencanaan 
dalam penerapan 
akuntabilitas 
kinerja pada 
Setjen DPR RI 

Nilai Komponen 
pada 
Perencanaan 
Kinerja pada Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja Setjen 
DPR RI 

8.516.055.000 8.507.827.035 99,90 

Nilai Komponen 
Pengukuran 
Kinerja pada Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja Setjen 

   

Nilai Komponen 
Pelaporan pada 
Nilai Akuntabilitas 
Kinerja  Setjen 
DPR RI 

   

Persentase 
realisasi anggaran 
Biro Organisasi 
dan Perencanaan 

   

Meningkatnya 
kualitas peran Biro 
Organisasi dan 
Perencanaan 
dalam penerapan 
RB Setjen DPR RI 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja dan 
Keuangan 

2.075.083.000 2.074.350.400 99,96 

Nilai Kinerja 
Organisasi 
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BAB IV  

PENUTUP 

 
4.1. KESIMPULAN 

 

Biro Organisasi dan Perencanaan selalu berupaya 

melaksanakan kinerja secara optimal dan terus melakukan upaya 

perbaikan. Biro Organisasi dan Perencanaan dalam upaya 

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara yang fleksibel 

namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, selalu 

berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mitra kerja baik internal 

yaitu seluruh unit kerja dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, 

maupun eksternal seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, BPK, 

BPKP dan Ditjen Pajak, serta mitra kerja lainnya. 

Dengan sumber daya manusia yang dimiliki dan komitmen 

yang kuat dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Organisasi 

dan Perencanaan untuk bekerja sebaik mungkin, pada tahun 2022 

Biro Organisasi dan Perencanaan telah mampu menyelesaikan 

seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Tahun 

2022. Biro Organisasi dan Perencanaan mampu meningkatkan 

kualitas kinerja program dan pelaksanaan anggaran.  

Capaian kinerja Biro Organisasi Dan Perencanaan tahun 2022 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Perencanaan 

Tahun 2022 

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
kualitas peran 
Biro Organisasi 
dan Perencanaan 
dalam penerapan 
akuntabilitas 
kinerja pada 
Setjen DPR RI 

Nilai Komponen 
Perencanaan 
Kinerja pada Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja Setjen 
DPR 

21,50 20,45* 95,12% 

Nilai Komponen 
Pengukuran 
Kinerja pada Nilai 
Akuntabilitas 

16,00 15,68* 98% 
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Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian 

Kinerja Setjen 
DPR  

Nilai Komponen 
Pelaporan Kinerja 
pada Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja Setjen 
DPR 

10,50 9,95* 94,76% 

Persentase 
Realisasi 
Anggaran Biro 
Organisasi dan 
Perencanaan 

95% 99% 104% 

Meningkatnya 
kualitas peran 
Biro Organisasi 
dan Perencanaan 
dalam penerapan 
Reformasi 
Birokrasi Setjen 
DPR RI 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja dan 
Keuangan 

7,62 7,54* 98,95% 

Nilai Kinerja 
Organisasi  

7,50 7,41* 98,8% 

 

Dari 6 indikator sebagaimana digambarkan di atas terdapat 

satu indikator yang melebihi target dan lima indikator yang tidak 

mencapai target. Hal ini dikarenakan data realisasi menggunakan 

hasil penilaian tahun 2021.   

 

4.2. REKOMENDASI 

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan 

dilaksanakan Biro Organisasi Dan Perencanaan pada tahun 2023 

adalah:  

a. Keikutsertaan dalam pembangunan Zona Integritas; 

b. Pembangunan e-SAKIP; 

c. Pengembangan aplikasi e-MIKIR ASIK dan Si-REVI yang dapat 

meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan 

anggaran; 

d. Mengidentifikasi dampak penataan organisasi terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI; 
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e. Penyesuaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja di Biro 

Organisasi dan Perencanaan, agar lebih dapat menggambarkan 

kinerja organisasi. 
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Lampiran 1- Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2022  
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